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GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

        NOMOR   39  TAHUN 2012

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PRAMUWISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 	:	1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 66); 
  

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :		PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PRAMUWISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH.


BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi  Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur  Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di bidang pariwisata. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di bidang pariwisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
13. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya Pramuwisata.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
15. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.


BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. pemberian, pengawasan, dan perpanjangan KTPP;
b. pelatihan sumber daya manusia;
c. kewajiban dan larangan Pramuwisata;
d. tata cara pembinaan dan pengawasan;
e. tata cara pemberian sanksi administrasi.


BAB III
PEMBERIAN, PENGAWASAN, DAN PERPANJANGAN KTPP

Pasal 3

(1) Setiap orang yang menjadi Pramuwisata wajib memiliki KTPP.

(2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

(3) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(4) Dalam hal KTPP yang masih berlaku hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan kembali untuk mendapatkan KTPP pengganti.

(5) Bentuk dan format KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu
Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian KTPP

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. surat permohonan KTPP ;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk rangkap 3 (tiga) lembar ;
c. pas photo terbaru berwarna ukuran 2 x 3 rangkap 4 (empat) lembar;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
e. surat keterangan catatan kepolisian;
f. foto copy sertifikat kompetensi pramuwisata yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi rangkap 4 (empat) lembar yang masih berlaku;
g. mengganti biaya cetak KTPP.

(3) Dalam hal KTPP yang masih berlaku hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan KTPP pengganti dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melampirkan:
a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi KTPP yang hilang;
b. KTPP asli yang rusak bagi KTPP yang rusak

(4) Penggantian biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5

(1) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Apabila persyaratan pengajuan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan kurang lengkap, pemohon diwajibkan untuk melengkapi.

(3) Apabila kewajiban untuk melengkapi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan tidak diproses lebih lanjut.

(4) Apabila persyaratan pengajuan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dinyatakan lengkap, KTPP diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 6

(1) KTPP yang telah diterbitkan diberitahukan kepada pemohon untuk diambil.

(2) Pengambilan KTPP dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat diwakilkan.

(3) Apabila pemohon tidak dapat mengambil KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mewakilkan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa bermeterai.

(4) Pemberian KTPP kepada pemohon atau wakil pemohon, dilengkapi dengan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 
Bagian Kedua
Pengawasan KTPP

Pasal 7

(1) Dalam rangka ketertiban dan pengendalian KTPP dilakukan pengawasan KTPP. 

(2) Pengawasan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. keabsahan KTPP;
b. kepemilikan KTPP;
c. masa berlaku KTPP.

(3) Pengawasan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas, asosiasi wadah pramuwisata, dan unsur instansi terkait lainnya.

(4) Tim Gabungan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(6) Ketua Tim Gabungan wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Perpanjangan KTPP

Pasal 8

(1) KTPP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali, paling lama 1 (satu) bulan sebelum KTPP habis masa berlakunya.

(2) Perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan.

(3) Persyaratan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. surat permohonan perpanjangan KTPP;
b. pas photo terbaru berwarna ukuran 2 x 3 rangkap 4 (empat) lembar;
c. foto copy KTPP lama rangkap 4 (empat) lembar;
d. foto copy Kartu Tanda Penduduk rangkap 3 (tiga) lembar;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
f. surat keterangan catatan kepolisian;
g. foto copy kartu tanda anggota organisasi Pramuwisata; dan
h. foto copy sertifikat kompetensi pramuwisata yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi rangkap 4 (empat) lembar yang masih berlaku;
i.   mengganti biaya cetak KTPP.
(4) Penggantian biaya cetak KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penerbitan KTPP baru dan KTPP pengganti serta perpanjangan KTPP, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Berakhirnya KTPP

Pasal 10

KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku lagi apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. masa berlaku KTPP habis dan tidak diperpanjang;
d. dicabut.

Pasal 11
 
Pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan apabila:
a. mengubah dan/atau memalsukan KTPP;
b. meminjamkan KTPP kepada yang tidak berhak;
c. melanggar kode etik Pramuwisata.


BAB IV
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

(1) Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Pramuwisata di Daerah, dilakukan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata.

(2) Pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
a. Dinas;
b. Badan Hukum;atau
c. perorangan.

(3) Seseorang yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Keterangan Lulus Pelatihan.

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Oleh Dinas

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan materi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan muatan lokal Jawa Tengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal Jawa Tengah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan  kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Biaya penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapat-an Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

(5) Materi pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata oleh Dinas sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan kurikulum yang diadakan oleh Badan Hukum dan perorangan.
 
Pasal 14

Untuk mengikuti pelatihan Pramuwisata harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berdomisili atau bertempat tinggal di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili atau Kartu Tanda Penduduk; 
c. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; 
d. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian; 
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
f. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik dan benar.

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Oleh Badan Hukum

Pasal 15

Penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh lembaga kursus/pelatihan yang berbadan hukum dan memiliki izin operasional serta terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Oleh Perorangan

Pasal 16

Penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata oleh perseorang-an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan menggunakan nama perseorangan dan memiliki izin operasional serta terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu
Kewajiban Pramuwisata

Pasal 17

Pramuwisata berwajiban:

a. berhimpun dalam suatu organisasi pramuwisata;
b. mengenakan tanda pengenal dan lencana sebagai identitas organisasi;
c. mentaati kode etik pramuwisata;
d. mengenakan pakaian yang mencerminkan budaya Jawa Tengah, kecuali pada daya tarik tertentu yang tidak dimungkinkan; dan/atau
e. mematuhi acara perjalanan yang telah disepakati dengan pengguna jasa wisata.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai model pakaian yang mencerminkan budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Larangan Pramuwisata

Pasal 19

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata.


BAB VI
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Dalam rangka pengendalian kegiatan Pramuwisata dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pramuwisata.

(2) Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata. 

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan yang terdiri atas:
a. pelatihan;
b. penerbitan KTPP;
c. penertiban Pramuwisata.

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Wadah Organisasi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh organisasi yang bersangkutan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Kepala Dinas. 


BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
	
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembekuan KTPP; atau
d. pencabutan KTPP.

(3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Pramuwisata tidak mentaati teguran lisan, dikenakan teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

(5) Apabila sampai dengan teguran tertulis ketiga Pramuwisata tetap tidak mentaati, dikenakan pembekuan KTPP dengan interval waktu 1 (satu) bulan.

(6) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan dalam masa pembekuan KTPP Pramuwisata tetap tidak mentaati, dikenakan pencabutan KTPP.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di	 Semarang
       pada tanggal	14 Agustus 2012
                 
GUBERNUR JAWA TENGAH,


ttd

BIBIT WALUYO


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2012

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
            JAWA TENGAH

                 ttd


           HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 39.
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